ABSTRAK

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia memberikan pengaturan mengenai
Pengecualian monopoli atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi
dan pemasaran atas barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak
serta cabang produksi yang penting bagi negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 UU Persaingan Usaha. Pengaturan ini terealisasikan pada Perusahaan Air
PT.ATB salah satunya, Pada tahun 2008 PT.ATB dilaporkan melakukan praktek
monopoli dengan pembatasan sambungan meteran air baru sehingga
menimbulkan kerugian pada konsumen. Pada pembelaannya PT.ATB menyatakan
bahwa PT.ATB dikecualikan dari Pasal 17 UU Persaingan Usaha. Dasar
kewenangan kegiatan PT.ATB adalah perjanjian Konsesi antara OB dan PT.ATB,
dalam perjanjian tersebut OB selaku wakil dari Pemerintah menunjuk PT.ATB
untuk melakukan pengelolaan air bersih di pulau Batam. Pada putusan KPPU
Nomor: 11/KPPU-L/2008 menyatakan bahwa meskipun memiliki hak eksklusif
kemudian bukan berarti PT.ATB bebas melakukan praktek monopoli yang
merugikan masyarakat, sehingga majelis komisi menyatakan PT.ATB dinyatakan
secara sah melanggar Pasal 17 UU Persaingan Usaha. PT.ATB kemudian
mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri Batam yang
kemudian menyatakan bahwa PT. ATB tidak melanggar Pasal 17 UU Persaingan
Usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Normatif.
Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa PT.ATB meupakan perusahaan swasta
yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pengelolaan air bersih di pulau
Batam, dan tetap tunduk padal Pasal 17 UU Persaingan Usaha.
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DAFTAR SINGKATAN

APEC - Asia Pasific Economic Coorporation
AFTA : Asean Free Trade Area

ASEAN :Association of Southeas Asian Nation
uuD : Undang-Undang Dasar

RI : Republik Indonesia

uu : Undang-Undang

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

APBN - Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara
SDA : Sumber Daya Air

CcO : Company

LHPL : Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan
KPPU : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
PT : Perseroan Terbatas

ATB : Adhya Tirta Batam

OB : Otorita Batam

PN : Pengadilan Negeri

DPD : Pengurus Daerah

REI : Realestat Indonesia
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